BAE I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki jumlah
penduduk yang banvak dan wilayah kepulavan yang cukup luas. Melihat
potenst vang begitu besar, maka di dalam proses pembangunan yang mengarah
pada tercapainva tujuan nasional yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan
makmur berdasarkan Pancasila dan Undang—Undang Dasar 1945 diperlukan
adanya struktur vang kuat dani semua sendi kehidupan bangsa baik itu dalam
struktur ekonomi, politik, sosial budaya. hukum dan pertahanan keamanan.

Perckonomian di abad 21 ini telah menjadi tolak ukur maju atau
tidaknya suatu negara, Sehingga saut ini ada pembagian nepara-—negara di
dunia menjadi negara majy, negara berkembang dan negara  miskin
Pembangunan ekonomi di Indonesia sungat dipengaruhi oleh kekayaan sumber
daya alam, kualitas sumber dava manusia, penguasaan ilmu pengetabuan dan
teknologi. proses globalisasi dan sistem pemerintahan vang baik Namun di
dalam proses pembangunan ttu akan ada sisi positit dan ada pula dampak
negatif yvang mau tdak mau harus diterima dan drhadapn yaitu adanva
pergeseran moral, budaya dan meninghatnya kriminalitas ditengah-tengah
masyarakal, Masing-masing anggota masyarakat lentunya  mempunyai

pelbagai Kepentingan yang berancka warna dan vang dapat bentrokan satu




sama lain ' Disinilah peran dan fungsi hukum harus dijalankan sesuai dengan
tujuannya yaitu untuk memenuhi rasa keadilan dengan cara mengatur
kehidupan masyarakat dengan suatu aturan tertulis vang memiliki sanksi bagi
mereka yang melanggarnya, Penjatuhan sanksi dalam hukum pidana menjad
hal yang penting dalam upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana
maupun memberikan rasa jera bagi pelaku kejahatan,

Dipgndang dari sudut ckonomi, maka kepentingan hukum sebagai
salah satu lembaga di dalam masyarakal adalah perlu oleh karena peranannva
sebagai salah satu datum yang turut menentukan kebijaksanaan ekonomi yang
akan diambil *. Jadi dalamn pelaksanaan pembangunan, adanya penegakan
hukum dan kepastian hukum menjadi harga mati vang harus dilaksanakan
Penyelenggara negara yang memegang peran dan tugas untuh mengambil
kebijakan, tentunya memiliki langgungjawab yang besar terhadap masyarikat
luas. Namun cukup iromis di negeri 1m masih ada saja pejabal yang berani
untuk mencuri uang negara. Padahal dalam Undang-undang No. 28 tahum 1999
tentang Penvelengeara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi
dan Nepousme dalam Pasal 5 butir ke (4) disebutkan bahwa seliap
penyelenggara negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi,
kolusi dan nepotisme,

Alasan  ekonomi lebih  bunyak menjadi  penyebab orang untyk

melanggar hukum. Walaupun ada kejahatan tertentu vang sebenammya lebih

" Wirjono Prodjodikero, Asas—Asas Huksns Piduna i Indonesta, PT Eresco, Bandung, 1985
fl 14 - .

* Satjipto Rahardjo, Hukum Dasn Muasyarakat, Angkasa. Bandung, 1950, hal 143
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pada penumpukan kekayaan dengan menggelapkan uang negara yang sering
disebut {itmgzm istilah korupsi. Di Indonesia kasus-kasus korups: mulai
menjadi perhatian pada pasca reformasi setelah jatuhnya rezim Soeharto.
Tindak pidana korupsi merupakan salah satn masalah yang sangat
mendapat perhatian masyarakal dan wakil-wakil rakvat di DPR saat ini
Berbagat upava telah ditempuh untuk mengatasi masalah korupsi, antara lain
melalui penyusunan berbapai peraturan perundang undangan °, Untuk itulah
tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai Extra Ordinary Crime vaitu
scbugai tindak pidana yang luar biasa karena dampak yang ditmbulkannya
selain kerugian negara juga dampak sosial yang diderits masvarakat secara
luas. Ini karena vang vang dikorupsi merupakan uang negara yang seharusnya
digunakan bagt kepentingan publik atau kesejahteraan masyarakat. Selain itu
perkara korupsi merupakan tindak pidana vang pembuktian dan penerapan
hukumnyva termasuk sulit. Jadi dibutubkan ketelitian dan kecermatan oleh
petegak  hukum  guna  penvelesaian  secepatnva, karena menyangkut
pengembalian kerugian negara. Perkara korupsi sangal menjadi perhatan
berbagai elemen masvarakat bahkan dunia internasional, karena perkara
korupsi sebenamya terjadi juga dibeberapa negara lain. Beberapa produk
hukum dikeluarkan dalam rangks pemberantasan tindak pidana karupsi seperti
vang diatur dalam Undang-Undang No. 24/Prp/1960 Tentang Penpusutan,
Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Rorupsi vang karena masih

terdapat kekurangan kemudian diganti dengan Undang-undang No, 3 tahun

r'] llli:udn Mowawil Anef. Kapita Selekza fTukim Fidama, PT Cira Adivea Bakii, Bandung, 2003,
al, &7



[971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi vang mengacu pada
Kitah T.‘n.dﬂng Undang Hukum Pidana (KUHP) buku 11 pasal 413 sampai
dengan pasal 137 rentang kejahatan jabatan sebagai tindak pidana korupsi
Namun kemudian dalam pasal 43 B Undang-undang No. 20 tahun 2001,
ketetituan kejahatan jabatan dalam KUHP tersebut dinyatakan tidak berlaku
karena telah tekah dirumuskan denpan langsung menyebut unsur-unsur delik
ving hersangkutan. Dalam era reformasi, karena dianggap masih terdapat
kekurangan dalam upaya pemberantasan korupsi seiring dengan perkembangan
keburihan hukum dimasyarakat, Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 diganti
dengan Undang—Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi.

semangat dan upayva pemberantasan korupsi di era reformasi ditandai

dengan keluamya berbagai produk perundangan-undingan, Dimulai dengan

keluarmya -

I Ketetapan MPR No. X1/ MPR / 1998 Tentang Penyelsnpgaraan Negara

Yang Bersih Dan Bebas dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Undang-Undang No. 28 Tahun 1599 Tentang Penyelenggara Negara Yang

Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kelusi Dan Nepotisme

3. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi

4. Kebijakan legislauf itu masih ditambah lagi dengan keluarmnya beberapa
Peraturan pemerintah dan Keputusan Presiden yang berhubungan dengan ™
Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara” dan "Komisi
Ombusdman Nasional”  Balikan sedang dipersiapkan dan  diproses
Rancangan Undang-undang tentang Money Laundry (saat ini telah menjadi
Undang-undang No. 15 Tahun 2002, Rancangan Undang-undang tentang
Komisi Pemberantasan Tinduk Pidana Korupsi, Rancangan Undang-
undang tentang Perubahan Undang-undang No. |1 Tahun 1980 tentang
Suap, dan Rancangan Undang-undang tentang Pernbalan Atas Undang-
undang No 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korpsi
(sait i sudah menjadi Undang-undang No 20 Tahun 2001 "
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Melihat beberapa ketentuan hukum di atas vang terus mengalami
pembaharuan dan pembenahan baik pada aturannya maupun lembaganva,
sehenamyva sudah sejak lama dilakukan upayva pemberantasan korupsi. Adanva
perbaikan aturan hukum seperti dalam Penjelasan Umum Undang — indang
Nood tahun 1971 bahwa berhubungan dengan perkembangan masyarakat
khususnya dalam rangka penyelamatan kevangan dan perekonomian negara
dan untuk terlaksananva program pembmgunan nasional, temyata babwa
ketetuan-kelentuan dalam Undang-undang No. 24 Prp tahun 1960 iy kuring
mencukupi untuk dapat mencapai hasil yang diharapkan. schingea karenanya
periu digantt dengan Undang—undang vang baru temtang pemberantasan
korupst yang mehputi ketentuan-ketentuan tentang pengasutan, penuntutan dan
pemeriksaan  tindak pidana  korupsi. Kemudian Pembenahan secara
kelembagaan dibentuk Tim Pemberantasan Korupst atau TPK berdasarkan
Keputusan Presiden No 228 tahun 1967 vang kemudian di tahun 2002 dibentuk
komist Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

Beberapa ketentuan-kelentuan hukum di atas mungkin memang
cukup membuat sebagian masyarakal tenang. Paling tidak ada sanksi yang
dapat dikenakan bagi para koruptor di negeri ini. Namun sangat disayangkan
pemberantasan tindak pidana korupsi tidak dapat dilaknkan secara maksimal
Hal ini terhihat dengan banvaknya kasus korupsi vang masuk kepengadilan
tetapi hanya sebagian saja yang sampai pada putusan hakim Perkara korupsi
yang melibatkan Akbar Tanjung sebagai ketua Dewan Perwakilan Raloyat

(DPR) vang pada tingkat pertama divonis 3 tahun penjara tapi ditingkat



Peninjauan Kembali (PK) diputus dengan putusan bebas. Kemudian kasus
Korupsi F;{ﬁeharta yang sampai saal ini masih mengganiung di pengadilan
dengan alasan kesehatan.

Hukum membutubkan  kekuasaan, letapi ia juga tidak Dbisa

membiarkan kekuasaan ity untuk menunggangi hukum °

. Beberapa kasus
korupsi yang melibatkan pejabat tinggi, sebagian besar ada yang diputus bebas
atau justru di peti eskan, Imi menunjukkan pencgakan hukum di Indonesia
masih diintervensi oleh kekuasaan Hal imilah yang membual masyarakal sedikit
demi sedikit hilang rasa kepercayaannya kepada institusi hukuim, Namum
akhir—akhir int ada beberapa kasus korupsi vang melibatkan beberapa anggota
DPRD telah diperiksa di pengadilan dan telah diputus hakim  dengan
penjatuhan pidana. Ini menunjukan masih adanya ruang-ruang penegakan
hukum di [ndonesia walaupun secara realita kekuasaan musih mendeterminasi
hukum yang ada.

Secara umum korupsi dipahami sebagai suatu tindakan pejabat publik
menyelewengkan kewenangan untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni dan
kelompok yang mengakibatkan kerugian negara® Korupsi merupakan tindak
pidana yang cukup kompleks. Karena biasanva dilakukan oleh penyelengpara
negara baik dari sipil atav pun militer, mulai dari pejabat tinggi sampai
pegawal polongan rendah. Atau secara insiitusi dari lembaga tingg negara di

pemerintah pusat sampai pada RT dan RW. Dalam lingkungan lembaga

" Satipto Rabardjo, Mww Hukuns, PT, Citra Aditya Baki, Bandung, 2000, ha!, 146

J' :jn}:n J Prihalmoke, Tiede Ruan: Tanpa Korupsi, KPZKKN fawa Tengah, Semarang, 2004,
tal 27
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ehshulif, legislatif’ dan yudikatif masib ada saja pejabat yang menggelapkan
uang negara untuk kepentingan pribadi atau golongannya. Hal ini jelas sangat
merugikan negara,

Menurut M, Friedman dalam usaha modernisasi hukum, maka pariu
dibedakan unsur sistem hukum itu dalam tiga hal yang dapat menunjang
penegakan hukum yaitu substansi, struktur dan cultur 7. Substansi hukum
merupakan ketentuan Undang—ndang yang ada. Struktur hukum terdin dari
semua penegak hukum dan budaya hukum vang sesuai dengan budaya bangsa
Indonesia. Ketiga faktor tersebut telah ada di Indonesia tetupi belum dapat
terlaksana  secara balk. Adanya beberapa ketentusn hukum tentang
pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia temvyata tidak menurunkan
timgkar korupst. Ancaman sanksi berupa pidana penjara vang lama dan denda
yang bisa mencapai satu milvar bahkan bila korupsi dilakukan dalam keadasn
tertentu dapat dijatubi pidana mati, ternyata tdak menurunkan tingkat korupsi
Adanya Komist Pemberantasan Korupsi sampai saat inl juga belum dapat
bekerja secara maksimal. Ditambah lagi dengan kesadaran budaya hukum yang
belum terbangun pada masyarakat pada wmumnya dan penyelenggars nepara
pada khususnya,

Dengan melihat permasalahan di atas, maka dalam penulisan ini
penulis memberi judul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SANKS]
PIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDL KASUS DI PENGADILAN

NEGERI SEMAR ANy

.| M I-'hrulrdrl'lmn dulam Satjipto Rahordjo, Permasalaban Hukum di Indoneste, Alamn, Bandung,
G0, hal 11



8. Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang permasalaban diatas dan agar
penulisan ini lebih jelas dan terarah maka penulis merumuskan beberapa pokok
masalah sebaga benikut ;
1. Bagaimana proses persidangan tindak pidana korupsi di Pengadilan
Negen Semarang ?
2. Bagaimana Penerapan sanksi pidana untuk tindak pidana korupsi di
Pengadilan Negeri Semarang 7
3. Apa hambatan — hambatan vang di hadapi hakim dalam pemeriksaan

perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Semarang ?

C. ‘Tujuan Penelitian
Tujuan utama yang ingin dicapai dalam penclitian ini adalah sebagai
benkut
I Untuk mengetahui proses persidangan lindak pidana korupsi di

Pengadilan Negen Semarang.

[ ]

. Untuk mengetahui pencrapan sanksi pidana untuk tindak pidana korupsi

di Pengadilan Negen Semarang.

Lak

- Untuk mengetahui hambatan — hambatan yang dihadapi hakim dalam
pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi i Penpadilan Negeri

Semarang.




I Kegunaan Penelitian

Aduapun kegunaan penelitian ini adalal
. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan paca ilmu
pengetahuen hukum dan pemermtahan pada umumnva serta bidang hukum
pidana pada khususnyva,
2. Kegunaan Praktis

Penelitian im dapat berguna untuk masyarakat fuas dan semua instansi
pemenntuh dilingkunpan eksekutil] legislatif dan yudikant maupun instans
swasty serta membenkan pengetahuan dan masukan kepada pengamat dan

prakiisi hukum tentang penberantasan tndak pidana korupsi.

E. Metode Penelitian
1. Metode Pendekatan

Suatu penelitian dilakukan tentunya harus menggunakan suatu metode
yang nantinyva dapal mengarahkan kegiatan penelitian sapava tercapai fijuan
vang  dimginkan.  Dan hasil-hasil  penelitian  ini nantinya  dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Dalam penelitian ini di gunakan metode pendekatan yuridis sosiologls
vang artinya penclitin vang mencari, menafsirkan dan membuat kes mpulan
yang berdasarkan kenvataan atau fenomena empiris vang terjadi di dalam
masyarakat. Pada pendekatin vuridis, dimaksudkan uniuk dapat menzetahui

penerapan sanksi hukum pidana tetadap Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan




Negent Semarang, Dimana perle & pahami secara mendalam mengenai
mekanisme pemetiksann dan pemjatuban pidana. Pada pendekatan sosiologis,
dimaksudhan untuk mengetahui hambatan — humbumn-npa vang thadapi
nakim dalam pemeriksaan perkara korupsi.
2. Metode Spesifikasi Penelitian

Penclitian mn';:ngﬂllal' penerapan sanksi hukum Icrhaldap tindak prdana
korupsi di Pengadilan Negeri Semarang merupakan penelitian diskriptif vaitu
penelitan vang tidak hanya sampai pada tahap — tahap apa adanya, akan tetapi
dengan keyakinan — kevakinan tertentu, Jadi berusaha untuk mengeambarkan
suatu realita
3. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian int dalam pengumpulan data, penulis menggunakan
beberapa melode sebagai berikut
a. Metode Penelitian Lapangan

L) Observasi wtou pengamatan. yaitu dengan mengadakan pengamatan
secars langsung pada obvek yang akan ditelit untuk mendapatkan data —
data vaitu ke Pengadilan Newen Semarang.

2) Wawancars atay interview, yuity sustu cara untuk pengumpulun data
dengan tanya jawab lungsung vang mengarah pada masalah yvany ditelit.
Metode ini sangat diperlukan untuk mendapatkan data langsung dari nara
sumber vang tentunya akan lebih dipercaya.

b. Studi Kepustakaun ( Library Reseach J, yaitu suatu cara untuk peng unpulan

data secara tidak langsuny vaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari



literatur ~ literatur atau buku — buku yang berhubungan dengan masalah
vang sedang diteliti.
4. Metode Analisa Data
Dan data - data yang didapat selama penelitian akan dianalisa secara
kualitatif, yaitu untuk mengambil suatu kesimpulan vang mencerdaskan
ketajaman dalam membuat data - duta yang berdasarkan data yase lelah

diperoleh.

& Sistemetika penulisan
Sisternatika penulisan skripsi ini disusun sebagai berikut :

Babl - Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakany,
perumusan masalah, tuuan penelitian, kegunaan penclitian, metods
penelitian dan sistematika penalitian,

Hab [l : Bab i berisi tinjauan pustaka yang akan menguratkan mengenai
tndik pidana, perkembangan perundang — undangan korupsi,
Pengertian Korupsi dan tindak piduna korupsi.

Sab Il © Pads Bab ini penulis menguraikan tentang hasil penelitian dan
pembahasan yvang menganalisa lentang proses persidangan tindak
prdana korupsi. pencrapan sanksi pidana terhadap tindak pidana
korupsi dan hambatan  hambatan hakim dalam pemeriksaan
tndak pidana korupsi di Pengadilan Meper Semarang,

Hab IV | Bab im bensi kesimpulan dan saran mengenal permasalahan vang

dibabns oleh penulis.
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